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Abstract 
The creation of the Independent Village Independent Digital Service PDMD is a form of the commitment of 
Majalengka University, which synergizes with the Wanasalam village, to implement this application with the 
aim of going to a Digital Village to simplify and speed up public services in local villages. In this service, the 
creation of Independent Village Independent Digital Services is adjusted to the needs of the community in 
the field of letter writing services. An innovative cover letter service program whose operation is webview-
based which can be accessed in each community's device. People who wish to request a cover letter from 
the village can first access it at home on their respective mobile devices. Next, the printed results are 
requested for signatures and CAP to the Village Head. There are 29 types of correspondence services 
through this digital administrative PDMD. This is to prevent being used by irresponsible people such as 
brokers. It is also not complicated to wait for letters to be made, because residents only need to make them 
on their cellphones, after which authentic proof is carried out in the village. 
Kata Kunci: Services, Village, Correspondence, Majalengka University, Digital Services Independent Village. 

 
Abstrak 
Pembuatan PDMD Pelayanan Digital Mandiri Desa Mandiri ini sebagai bentuk komitmen Universitas 
Majalengka yang bersinergi bersama   desa wanasalam, dapat menerapkan aplikasi ini dengan bertujuan 
menuju Desa Digital untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik di desa setempat. Dalam 
pengabdian ini, pembuatan Pelayanan Digital Mandiri Desa Mandiri disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat dalam bidang pelayanan pembuatan surat. Sebuah inovasi program pelayanan surat pengantar 
yang pengoperasiannya berbasis webview yang dapat diakses dalam gawai masing-msaing masyarakat.  
Masyarakat yang hendak meminta surat pengantar dari desa, dapat diakses terlebih dahuu di rumah pada 
perangkat gawainya masing-masing. Selanjutnya, hasil print yang tercetak dimintakan tanda tangan dan CAP 
ke Kepala Desa. Terdapat 29 jenis pelayanan surat menyurat melalui PDMD administrasi secara digital ini. 
Hal ini untuk mencegah dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab seperti calo juga tidak ribet 
menunggu dalam pembuatan surat, karena warga cukup membuatnya di handphone masing-masing setelah 
itu bukti autentik dilakukan di desa terebut. 
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PENDAHULUAN 

Sesuai dengan tujuan utama pembangunan desa berdasarkan Pasal 4 huruf e Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “membentuk pemerintahan desa yang profesional,  

efisien  dan  efektif,  terbuka, serta  bertanggung jawab”  serta  Pasal  4  huruf  f “Meningkatkan 

pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”. 

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yang bertujuan untuk “mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik” dan huruf b “terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberlakukan sejak tahun 2014, akan tetapi masih 

banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya terutama dalam hal 
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pelayanan publik desa. Kurangnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri RI dan  

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, belum adanya peraturan teknis terkait 

pelayanan publik di desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan SDM yang tidak kompeten, 

berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam tata kelola pelayanan publik desa. Ombudsman 

Republik Indonesia sebagai sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan 

mengawasi peyelenggaraan pelayanan publik, banyak menerima laporan/pengaduan  masyarakat  

terkait  penyelenggaraan  dalam pemerintahan   desa,   seperti   yang   berkaitan   dengan   

pelayanan   pendidikan,   pelayanan kesehatan, administrasi pertanahan dan administrasi 

kependudukan. Bentuk-bentuk maladministrasi antara lain penyalahgunaan wewenang, 

penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak kompeten, permintaan imbalan dan tidak 

memberikan layanan yang dilakukan oleh aparat desa. Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjelaskan bahwa “Ombudsman berwenang 

menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau Pimpinan Penyelenggara Negara 

lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik”, 

maka Ombudsman RI mengadakan Own Motion Investigation (OMI) terkait implementasi dari 

perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. 

Oleh Karena itu dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat perlu adanya terobosan inovasi 

dalam pelayanan publik adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi 

pertanahan dan administrasi kependudukan, perlu adanya beberapa dokumen yang harus 

disiapkan desa dalam menunjang  kegiatan tersebut salah satunya  memajukan SDM desa dan 

memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 dengan pemanfaatan teknologi internet dan perangkat 

elektronik lainnya. 

Pembuatan Pelayanan Digital Desa Mandiri (PDMD) salah satu solusi yang dapat 

dimanfaatkan desa yaitu Desa Wanasalam dalam mewujudkan pelayanan desa yang optimal dan 

terpadu dalam peningkatan PKD desa dalam masalah pelayanan publik. Dengan bantuan dan 

kolaborasi Universitas Majalengka (insan akademisi) Desa Wanasalam Kecamatan Ligung 

(pemerintah desa) yang mana dapat menciptakan pemberdayaan SDM desa dan pemanfaatan 

teknologi dalam pelayanan publik dapat memberikan kesiapan untuk pengembangan desa itu 

sendiri dalam hal pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan publik. 

Adanya inovasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal dan memperbaiki 

efisiensi  waktu  dalam  pembuatan  administrasi  tersebut  dan  mengurangi  efek 

ketidaknyamanan dalam pelayanan publik menamabah nilai desa dalam pelayanan publik yang 

disoroti oleh Ombusdman Republik Indonesia juga memberikan sebuah solusi dalam menjalankan 

RPJMD salah satunya Desa Wanasalam yang mana menginginkan Desa Digital dalam mendukung 

program Kabupaten Majalengka yaitu Pemberdayaan Desa dalam meningktakan kesejahteraan 

masyarakat desa dalam membangun Majalengka Raharja. 

METODE  

Metode kegiatan dalam pengabdian ini yaitu menggunakan metode experimental dengan 

tahapan awal melakukan obeservasi lapangan pada Desa Wanasalam perangkat desa dan tes 

kondisi jaringan internet yang ada. Setelah proses pertama selesai tahap berikutnya proses FGD 

dengan kepala desa dan kasi pelayanan umum, setelah tahapan itu selesai tahapan beriktunya  

merancang  aplikasi  PDMD,  pembuatan  aplikasi, pengujian PDMD kepada masyarakat desa, 

evaluasi hasil percobaan tahap 1, tahap percobaan akhir dan implementasi PDMD di Desa 

Wanasalam sekaligus Soft Launcing Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (PDMD). 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Wanasalam Kecamatan Palasah dengan 

melibatkan Warga Desa, yang memiliki dan perangkat desa Wanasalam. Metode pelaksanaan   

kegiatan PKM ini dilakukan dengan 8 tahapan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 
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Gambar 1. Tahapan Metode Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat menghabiskan waktu 2 Bulan yang 

terdiri dari Surpei Lokasi, Izin Melakukan Pengabdian dan Proses Pembuatan adapun hasil 

pembutan PDMD ini dijadikan program utama desa dalam pendekatan desa digital yang di gagas 

Kementrian Desa dalam meningkatkan pelayanan desa digital. Adapun kegiatannya di 

dokumentasikan dalam bentuk Video Dan photo-photo, pada saat implementasi aplikasi dihadiri 

oleh beberapa warga yang notabenenya Ibu ibu PKK dan ketua karang taruna serta perangkat 

desa yang dihadiri hampir semua hadir hanya saja kepala desa di wakili oleh sekeretaris desa atau 

biasa disebut pa ulis. 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam Pengabdian ini Universitas Majalengka Bersinergi dalam membangun 

desa, dan mengimplementasikan literasi digital dan membangun desa digital, saran bagi 

pengabdian ini sebenanrnya adalah pembutan Anjungan Pelayanan Desa Mandiri tetapi Dana yang 

tersampaikan hanya cukup membuat aplikasi berbasis Mobile, kedepan LP2MI dan Tim Reviwer 

lebih Baik lagi dalam menelaah proposal penelitian dengan kesesuaian dana dan output yang 

hasilan berbentuk ATM pelayanan yang cukup besar dalam pembuatannya yang dijadikan 

Teknologi Tepat Guna dalam program Universitas Majalengka Membangun Desa 
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